SALINAN

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA
TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi
kebijakan umum APBK Langsa Tahun 2017 antara kegiatan
dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa
Tahun 2017 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan
APBK Langsa Tahun 2017 sesuai Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 903/115/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2017
dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Langsa Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

4. Undang ...



4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah ...



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan ...
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34.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017,

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14)

Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran
Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan ...



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :
QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017
semula sejumlah Rp.1.025.196.366.757,- bertambah sejumlah

Rp.30.282.449.885,96,- sehingga menjadi
Rp.1.055.478.816.642,96 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp.987.957.855.434,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 36.910.547.504,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.1.024.868.402.938,00
2. Belanja Daerah :

a. Semula Rp.1.025.196.366.757

b. Bertambah/(Berkurang) Rp.30.282.449.885,96

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.055.478.816.642,96

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (30.610.413.704,96)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan

1. Semula Rp.37.238.511.323,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.(6.619.682.834,18)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.30.618.828.488,82
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.8.414.783,86
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.414,783.,86
Jumlah Netto Setelah Perubahan Rp.30.610.413.704,96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0
Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp.124.092.504.605,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.233.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp.127.325.504.605,00
b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.646.024.111.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 33.161.478.918,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.679.185.589.918,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1. Semula Rp.217.841.239.829,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 516.068.586,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Setelah

Perubahan Rp.218.357.308.415,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp.10.535.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.990.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.12.525.000.000,00
b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp.5.943.605.550,00

2. Bertambah ...



2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (476.924.000,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.5.466.681.550,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp.518.845.242,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 518.845.242,00
. Penerima Zakat, Infaq dan Sadagah

1. Semula Rp.2.100.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 2.100.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp.104.995.053.813,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.719.924.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp.106.714.977.813,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.

Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp.18.503.159.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.968.969.918,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.22.472.128.918,00

. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp.451.951.928.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (7.939.342.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp.444.012.586.000,00
Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp.175.569.024.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.131.851.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp.212.700.875.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri dari :

a.

Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. -
. Dana Darurat

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. -

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

1. Semula Rp.19.932.297.264,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 516.068.586,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.20.448.365.850,00
. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp.105.740.651.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp.105.740.651.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah Lainnya

1. Semula Rp.92.168.291.565,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.92.168.291.565,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

b.

Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp.442.973.791.430,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.(12.546.610.780,04)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.430.427.180.649,96
Belanja Langsung

1. Semula Rp.582.222.575.327,00

2. Bertambah ...



2. Bertambah/(Berkurang) Rp.42.829.060.666,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.625.051.635.993,00
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri
dari :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.321.069.664.067,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (14.682.915.603,04

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.306.386.748.463,96
b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. -
c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. -
d. Belanja Hibah

1. Semula Rp.15.275.336.500,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.269.544.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp.16.544.880.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp.2.500.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.1.667.678.031,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp.4.167.678.031,00
f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp.103.628.790.863,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (397.037.208,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp.103.231.753.655,00
h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.(403.880.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp.96.120.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.74.597.149.767,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (162.144.467,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.74.435.005.300,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.171.606.062.962,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 32.586.276.734,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp.204.192.339.696,00
c. Belanja Modal

1. Semula Rp.336.019.362.598,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.404.928.399,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.346.424.290.997,00
Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1. Semula Rp.37.238.511.323,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.(6.619.682.834,18)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.30.618.828.488,82
b. Pengeluaran

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.8.414.783,86

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.8.414.783,86

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA)
1. Semula Rp.37.238.511.323,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp.(6.628.097.618,04)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan Rp.30.610.413.704,96

b. Pencairan ...



. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp.
. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Setelah Perubahan Rp.
. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
Jumlah  Penerimaan Pinjaman Daerah  Setelah
Perubahan Rp.
. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Setelah Perubahan Rp.
Penerimaan Piutang Daerah
1. Semula Rp. -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan  Rp.

. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.

Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah

Perubahan Rp.
. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp.8.414.783,86

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah Setelah Perubahan Rp.8.414.783.86

Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp.
. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Ringkasan Perubahan APBK;

Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Rincian Perubahan APBK menurut
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Lampiran VI ...



6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran
ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 November 2017 M
5 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA,
ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 November 2017 M
5 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,
ttd
SYAHRUL THAIB
LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (4/117/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002




